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7 Prinsip Pola Pembangunan Semesta Berencana
1. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
2. Desentralisasi perspektif NKRI;
3. Demokrasi ekonomi pancasila;
4. Politik luar negeri bebas aktif dan defensif aktif (termasuk dalam kerja sama

riset dengan negara lain);
5. Evidence based policy;
6. Pemberdayaan desa/kelurahan dalam democratic rural development;
7. Industrialisasi dengan menekankan pentingnya menghormati,

mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman hayati, pengetahuan
tradisional, kearifan lokal, serta sumber daya alam hayati dan nir-hayati,
serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
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Dewan Perancang Nasional
513 Anggota MPRS, 600 Pakar

Pembangunan Nasional Semesta Berencana dirancang oleh Depernas, yang
beranggotakan perwakilan dari Tanah Air Indonesia, dari Sabang sampai
Merauke (MPRS dan Departemen Penerangan,1961;158). Depernas
bertugas:

a. menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan
penggunaan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga rakyat, serta
meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk
rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan.

b. Naskah tersebut semula terdiri atas 5.100 halaman, setelah dicetak dalam
buku menjadi 4.647 halaman.
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“

”

Depernas tidak dapat bekerja atas angka-angka yang 
berlainan itu. Depernas menginsyafi bahwa soal penduduk 

adalah soal pokok dalam perencanaan, karena penduduklah 
yang menjadi tujuan pembangunan dan penduduk pulalah 

yang menjadi pelaksana pembangunan. Keterangan-
keterangan yang tepat mengenai jumlah penduduk adalah 

satu keharusan dalam setiap penyusunan rencana dan dalam 
pelaksanaan dan penilaian pembangunan.

-- Depernas, 1 Januari 1961 --
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Satu Data Indonesia
Data Dasar Negara Berbasis Desa/Kelurahan

Jakarta, 21 Januari 2026
20.15 WIB

Data Geospasial:
1. Peta Orthophoto
2. Peta Penggunaan Lahan
3. Peta Topografi
4. Peta Infrastruktur & Lingkungan 

Hidup
5. Peta Administratif

Data Numerik:
1. Identitas Desa & Data Dasar 

Keluarga
2. Data 5 Bidang Kesra
3. Data Keuangan
4. dll.

Kebijakan Pembangunan Nasional 
yang Konstitusional

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KONSTITUSIONAL
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PelaksanaanPenganggaran Monitoring 
EvaluasiPerencanaan Pengendalian

Kebijakan Pembangunan Berbasis
Satu Data Indonesia

1. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
2. Desentralisasi perspektif NKRI;
3. Demokrasi ekonomi pancasila;
4. Politik luar negeri bebas aktif dan defensif aktif

(termasuk dalam kerja sama riset dengan negara
lain);

5. Evidence based policy;
6. Pemberdayaan desa/kelurahan dalam democratic

rural development;
7. Industrialisasi dengan menekankan pentingnya

menghormati, mengembangkan, dan melestarikan
keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional,
kearifan lokal, serta sumber daya alam hayati dan
nir-hayati, serta budaya sebagai bagian dari
identitas bangsa.
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Satu Data
Indonesia

Wisma Indarung Padang, 30 Desember 2025
17.36 WIB
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